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BAB III 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan 

oleh penulis dalam bab sebelumnya, dapat disimpulkan beberapa hal penting 

yang menjadi inti dari analisis normatif terhadap upaya pengelolaan mutu 

pendidikan tinggi di Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta 

pasca penetapan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025. Kesimpulan ini 

mencerminkan keterkaitan antara regulasi, kebijakan efisiensi, serta dinamika 

internal perguruan tinggi dalam menjaga mutu akademik dan tata kelola 

institusional.  

1. Berdasarkan dari hasil pembahasan rumusan masalah pertama, maka dapat 

disimpulkan bahwa : 

a. Tujuan utama Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 adalah 

peningkatan keseluruhan sistem manajemen dan anggaran 

Pendidikan, termasuk juga dalam meningkatkan pengawasan 

terhadap penggunaan dana pendidikan melalui peningkatan kerja 

sama antara lembaga pemerintah pusat dan daerah serta masyarakat 

sipil. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 

tersebut hadir sebagai upaya pemerintah untuk memperkuat 

efektivitas penyelenggaraan pembangunan nasional, termasuk di 

bidang pendidikan tinggi. Kedua regulasi tersebut bertujuan untuk 

mencapai dan meningkatkan suatu standar kompetensi lulusan 

tersebut, tentunya dalam mengelola dan merencanankan suatu biaya 
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anggaran pendidikan tinggi, tentu suatu perguruan tinggi harus 

berdasarkan pada prinsip akuntabilitas, transparansi, nirlaba, 

efektivitas, efisiensi, dan peningkatan mutu berkelanjutan yang 

mengimbangi satu dengan yang lainnya untuk tetap 

mempertahankan dan menjamin suatu mutu dalam pendiddikan 

tinggi.  

b. Terdapat beberapa hal yang masih berpotensi mengalami 

ketidaksinkronan antara kebijakan efisiensi dari Inpres dan 

Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 sebagai kebijakan teknis 

penjaminan mutu pendidikan tinggi di Indonesia dalam praktiknya. 

Kebijakan efisiensi anggaran Inpres terkadang membatasi 

kemampuan institusi perguruan tinggi untuk memberikan dana 

dalam inovasi akademik, sementara dalam Permendikbudristek 

mengamanatkan bahwa institusi perguruan tinggi harus terus 

meningkatkan kualitas dan mutu Pendidikan tingginya. UPN 

“Veteran” Yogyakarta sebagai salah satu PTN-BLU yang 

mengimplementasikan pedoman kebijakan efisiensi anggaran dalam 

tata kelola manajemen anggaran didalamnya, harus mampu 

mengelola dan memanajemen agar mutu pendidikan tetap dapat 

berjalan dan terselenggara sebagaimana mestinya. Walaupun dalam 

hal anggaran telah mengalami pemangkasan pasca kebijakan 

efisiensi anggaran sesuai yang tercantum dalam Inpres No. 1 Tahun 

2025.  
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2. Berdasarkan dari hasil pembahasan rumusan masalah kedua, maka dapat 

disimpulkan bahwa : 

a. Sebelum diberlakukannya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025, 

sistem penjaminan mutu di UPN “Veteran” Yogyakarta telah 

berjalan, namun pasca penetapan UPN “Veteran” Yogyakarta 

menjadi suatu PTN berstatus BLU ini, terdapat beberapa kegiatan 

dan rencana atau anggaran belanja yang memerlukan manajemen 

lebih, sehingga harus mampu untuk meprioritaskan kegiatan atau 

rencana anggaran belanja untuk tetap dapat meningkatkan mutu 

pendidikan tinggi. Status BLU UPN “Veteran” Yogyakarta yang juga 

belum sepenuhnya diterapkan, dikarenakan UPN “Veteran” 

Yogyakarta yang belum sepenuhnya siap karena adanya kendala 

dengan sumber anggaran pemasukan mandiri yang dirasa belum 

dapat menutupi seluruh anggaran kegiatan sebelum status BLU 

terhadap UPN “Veteran” Yogyakarta ini ditetapkan.  

b. Pasca penetapan Instruksi No. 1 Tahun 2025, UPN “Veteran” 

Yogyakarta tentu mengalami tantangan yang semakin kompleks 

karena universitas harus mampu mempertahankan standar mutu di 

tengah tekanan penghematan anggaran dan penyesuaian 

administrasi keuangan negara. Kebijakan efisiensi anggaran tersbut 

menimbulkan tantangan administratif yang cukup besar. Banyak unit 

kerja yang harus menyesuaikan sistem dan budaya kerja agar sejalan 

dengan tuntutan baru tersebut, termasuk juga UPN “Veteran” 
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Yogyakarta sebagai perguruan tinggi berstatus BLU yang berada di 

lingkup Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, tentu 

harus menaati dan menyesuaikan instruksi kebijakan efisiensi 

tersebut dengan menerapkannya di sistem tata kelola pendidikan 

tingginya.  

3. Berdasarkan dari hasil pembahasan rumusan masalah ketiga, maka dapat 

disimpulkan bahwa : 

Mengenai upaya dan solusi yang dilakukan oleh UPN “Veteran” 

Yogyakarta, dapat disimpulkan bahwa universitas ini telah 

melakukan berbagai langkah strategis dan adaptif terhadap 

kebijakan nasional untuk menjaga keberlanjutan mutu pendidikan 

tinggi dengan mewujudkan tata kelola perguruan tinggi yang 

transparan, akuntabel, dan adaptif terhadap perubahan kebijakan 

nasional melalui beberapa upaya, seperti:  

1) Penguatan sistem penjaminan mutu internal (SPMI). 

2) Reformulasi pengelolaan anggaran berbasis kinerja. 

3) Pemanfaatan teknologi digital untuk efisiensi administrasi. 

4) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia dengan melakukan 

kolaborasi antar unit kerja dan tata kelola.  

5) UPN “Veteran” Yogyakarta dalam usahanya untuk 

meningkatkan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) juga 

melakukan evaluasi secara berkala untuk mengetahui 

keberhasilan pencapaian maupun juga dalam memperbaiki dan 
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meningkatkan penjaminan mutu Pendidikan tinggi agar sesuai 

dengan standar pendidikan nasional dan standar penjaminan 

mutu pendidikan tinggi yang tercantum dalam 

Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023. 

 B. Saran  

Merujuk pada hasil penelitian dan kesimpulan yang telah 

dikemukakan di atas, penulis memberikan beberapa rekomendasi bermanfaat 

yang ditujukan kepada pihak-pihak yang terkait untuk meningkatkan dan 

mempertahankan kualitas manajemen pendidikan tinggi : 

1. Bagi pemerintah selaku pembuat kebijakan  

Diperlukan pertimbangan terkait kebijakan efisiensi dengan 

kebutuhan kualitas pendidikan. Kebijakan efisiensi tidak boleh diterapkan 

secara seragam terhadap seluruh sektor tanpa mempertimbangkan sifat dan 

kebutuhan setiap sektor, terutama dalam sektor pendidikan. Kebijakan 

yang lebih fleksibel harus dibuat oleh pemerintah agar perguruan tinggi 

sebagai penyelenggara pendidikan tinggi dapat mengalokasikan anggaran 

secara efisien sambil tetap memenuhi standar pendidikan yang ditetapkan 

dalam Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023. Diperlukan juga 

koordinasi antara Kementerian Keuangan dan Kemendikbudristek yang 

harus diperkuat untuk memastikan bahwa kebijakan pendanaan perguruan 

tinggi tidak hanya berfokus pada penghematan, namun juga peningkatan 

daya saing dan mutu pendidikan tinggi nasional. 
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2. Bagi Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta 

Disarankan untuk mempertahankan Sistem Penjaminan Mutu 

Internal (SPMI) dengan berbasis pada evaluasi kinerja yang terukur, 

terbuka, dan responsif sesuai dengan prinsip sistem tata kelola pendidikan 

tinggi yang baik dalam Permendikbudrristek No. 53 Tahun 2023 untuk 

mengadaptasi perubahan kebijakan nasional. Universitas harus 

mengoptimalkan pemanfaatan teknologi digital untuk mendukung 

efisiensi administrasi dan memperluas sumber pendanaan alternatif 

melalui kerja sama dengan industri, lembaga penelitian, dan pemerintah 

daerah. Pengurangan biaya operasional dan non operasional harus sebagai 

upaya efisiensi anggaran dilakukan tanpa mengurangi kualitas pendidikan, 

penelitian, dan pengabdian masyarakat. Agar universitas dapat 

menyesuaikan diri dengan dinamika kebijakan nasional, namun juga 

peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang manajemen mutu 

juga harus menjadi prioritas. 

3. Bagi penelitian selanjutnya 

Untuk menilai dampak kebijakan efisiensi terhadap kualitas 

pendidikan tinggi di berbagai Perguruan Tinggi Negeri (PTN) di 

Indonesia, peneliti selanjutnya disarankan untuk melakukan penelitian 

dengan pendekatan empiris (lapangan) dengan responden yang mengalami 

dan terdampak dari kebijakan tersebut di lingkup Perguruan Tinggi 

Negeri. Untuk meningkatkan literatur akademik tentang penerapan 

kebijakan efisiensi dan penjaminan mutu di sektor pendidikan tinggi, 
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penelitian komparatif harus dilakukan antara UPN "Veteran" Yogyakarta 

dan perguruan tinggi lainnya. Hasil penelitian selanjutnya diharapkan 

dapat memberikan saran yang lebih komprehensif tentang cara 

memperbaiki kebijakan pendidikan tinggi di seluruh negeri. 
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